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ABSTRACT
In the late 2000s, the bankruptcy of giant corporations was due to accounting manipulation or called as
discretionary accruals, has made accounting experts increasing attention to corporate governance that consist
of (1) board of directors and (2) audit committee. This study purposes to obtain clarity empirical from the
influence of its corporate governance to discretionary accruals. The population of this research is the banking
sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange as many as 31 companies and has been scrutinized.
Mean while, the collection of data method use secondary data which obtained through each company’s annual
report and whereas the data anlysis method uses path analysis with SPSS. As a reseach result, this study
found influences of corporate governance, that are (1) board of directors and (2) audit committee on
discretionary accruals either simultaneously or partially in the banking sector companies listed on the
Indonesia Stock Exchange has proven to be exist and working effectively.
Keywords: Corporate Governance, Boards of Directors, Audit Committee, and Discretionary Accruals,
Agents.
ABSTRAK
Kebangkrutan perusahaan raksasa di tahun 2000an akibat manipulasi akuntansi (akrual diskresioner)
telah membuat ahli akuntansi meningkatkan perhatian terhadap tata kelola perusahaan (dewan
direksi dan komite audit). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan kejelasan secara
empiris pengaruh corporate governance (dewan direksi dan komite audit) terhadap akrual diskresioner.
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan di sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia, sebanyak 31 perusahaan dan semuanya diteliti. Data variabel penelitian ini adalah data
sekunder yang diperoleh dengan teknik dokumentasi (laporan tahunan). Sebagai metode analisis data
dalam penelitian digunakan analisis jalur dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa ada pengaruh corporate governance (dewan direksi dan komite audit) baik
secara simultan maupun parsial terhadap akrual diskresioner pada perusahaan di sektor perbankan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ini berarti bahwa corporate governance (dewan direksi dan
komite audit) yang ada di perusahaan pada sektor perbankan tercatat di Bursa Efek Indonesia telah
bekerja secara efektif.
Kata kunci: Akrual Diskresionari, Tata Kelola Perusahaan, Dewan Komisaris, Komite Audit,
Manajemen
PENDAHULUAN
Bangkrutnya perusahaan-perusahaan
raksasa dunia pada akhir tahun 2000an
seperti Peregrine Investment, Ltd di Hong-
kong; Baring Futures di Singapore; Enron
Corporation Consesco; Global Crossing; World
Com dan Tyco di Amerika Serikat; HIH
Insurance, Ltd dan perusahaan telekomuni-
kasi One-Tell, Ltd di Australia; Maxwell
Communication Corporation dan Mirror Group
Newspaper di Inggris yang telah merugikan
pemegang saham, kreditur, perusahaan
pemasok dan karyawan perusahaan di-
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sebabkan adanya manipulasi akuntansi pa-
da perusahaan tersebut.
Menurut Cheung (2004); Owen (2003);
Jill dan Solomon (2003) manipulasi akun-
tansi terjadi karena lemahnya corporate
governance perusahaan hampir di semua
aspek. Keberadaaan Dewan Komisaris tidak
berfungsi dengan baik dan tidak ada pro-
sedur “check and balance” dalam operasi bis-
nis perusahaan. Disamping itu juga ter-
dapatnya fungsi ganda terhadap jabatan
penting, yakni jabatan Chairman dan Chief
Executive Officer (CEO) yang diduduki oleh
satu orang saja serta tidak efektifnya Komite
Audit pada perusahaan tersebut. Peranan
Dewan Komisaris terlalu lemah, mereka
tidak independen. Begitu juga dengan Ko-
mite Audit yang tidak pernah mengarahkan
eksternal auditor dalam melaksanakan tu-
gas untuk bersikap independen dari penga-
ruh manajemen perusahaan.
Berdasarkan latar belakang penelitian
yang telah diuraikan, maka rumusan ma-
salah pada penelitian ini adalah, “Apakah
terdapat pengaruh Dewan Komisaris dan Ko-
mite Audit terhadap Discretionary Accrual pada
emiten sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia
baik secara simultan maupun secara partial”
Sedangkan tujuan yang hendak dicapai
dalam penelitian ini adalah melihat ke-
jelasan pengaruh dewan komisaris dan
komite audit terhadap discretionary accrual
pada emiten sektor perbankan di Bursa Efek
Indonesia baik secara simultan maupun
secara partial.
TINJAUAN TEORETIS
Discretionary Accruals
Manajemen (agent) adalah self-interes-
ted dan merupakan satu-satunya pihak
yang mempunyai akses langsung dan
kapanpun terhadap informasi akuntansi
yang berguna baik oleh manajemen sendiri
maupun oleh pihak luar. Dan sebagai
manusia yang self-interested, tidak tertutup
kemungkinan bagi manajemen untuk me-
ningkatkan kemakmurannya dengan me-
rekayasa informasi yang diberikannya ke-
pada pihak luar. Agent memiliki informasi
yang lebih banyak dari pada principal.
Untuk meningkatkan kemakmurannya, ada
alasan untuk percaya bahwa agent akan
melakukan manipulasi dalam laporannya.
Manipulasi yang dilakukan oleh agent ber-
tujuan agar perbuatan yang dilakukan agent
meningkatkan kemakmurannya dengan
mengorbankan kemakmuran principal dan
tidak dapat diketahui oleh principal.
Perilaku agent untuk memanipulasi
laporan keuangan biasanya dilakukan de-
ngan discretionary accruals proxy dari earnings
management. Earnings Management adalah
intervensi manajemen dalam proses pe-
nyusunan laporan keuangan bagi pihak
eksternal sehingga dapat meratakan, me-
naikkan, dan menurunkan pelaporan laba,
dimana manajemen dapat menggunakan
kelonggaran penggunaan metode akuntansi
dengan membuat kebijakan-kebijakan (dis-
cretionary) yang dapat mempercepat atau
menunda biaya-biaya dan pendapatan agar
laba perusahaan lebih kecil atau lebih besar
sesuai dengan yang diharapkan (Scott,
2006).
Faktor-faktor yang memotivasi manajer
untuk melakukan discretionary accruals ya-
itu, karena adanya motivasi bonus (bonus
purposes), motivasi kontrak (contractual moti-
vation), motivasi pajak (taxes motivation),
perubahan CEO (changes of CEO) dan meng-
komunikasikan informasi ke investor (to
communicate information) (Scott, 2006). Ter-
dapat empat pola discretionary accruals yang
dapat digunakan oleh manajer, yaitu: (1)
taking a bath, (2) income minimization, (3)
income maximization dan (4) income smoothing
(Scott, 2006).
Discretionary accruals yang timbul aki-
bat agency problem, ini dapat diminimalisasi
dengan keberadaan dewan komisaris dan
komite audit yang efektif (Makhdalena,
2012b; Messier et al., 2006; Boynton et al.,
2006; Sawyer et al., 2005; Peasnell et al.,
2004; Xie et al., 2003; Klein, 2002; Chtourou
et al., 2001; Lorsch, 2000).
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Dewan Komisaris
Organisasi sebagai kumpulan dari be-
berapa orang yang didirikan untuk men-
capai suatu tujuan yang disepakati ber-
sama oleh para anggotanya dan tidak
mungkin semua anggota turut serta meng-
urus organisasi, maka dibentuk badan
yang mewakili semua anggotanya untuk
menjalankan usaha tersebut, yang dikenal
dengan pengurus (Moenaf, 2000).
Pengurus merupakan suatu dewan
yang terdiri dari beberapa anggota dan
secara kolektif melakukan fungsi kepengu-
rusan. Kepengurusan organisasi dapat
dilakukan oleh suatu kepemimpinan ber-
sama oleh beberapa orang (plural manage-
ment) atau dilakukan oleh kepemimpinan
tunggal, yaitu hanya ada direktur yang
mengetuai pengurus. Demikian pula pada
suatu perseroan, tidak mungkin semua
pesero maupun anggota turut serta dalam
pengurusan, maka perlu dibentuk suatu
badan yang melaksanakan kepengurusan
yang dibuat oleh para pesero untuk melaku-
kan pengawasan. Fungsi pengawasan ini
diemban oleh dewan komisaris untuk me-
lakukan pengawasan terhadap yang men-
jalankan kegiatan atau manajemen (Moenaf,
2000).
Konsep dasar dewan komisaris berasal
dari tanggung jawab pengaturan (gover-
nance) suatu badan usaha yang dimiliki
oleh kelompok yang berbeda dengan yang
mengelola. Pengarahan (governance) me-
rupakan fungsi yang dilakukan oleh de-
wan komisaris (board of directors) dan tidak
sama dengan tugas dewan pengelola/
manajemen (board of executive/executive
commitee). Dimana pengaturan menyang-
kut masalah pemberian pengarahan untuk
dilaksanakan dan pengawasan, sedangkan
pengelolaan adalah melaksanakan penga-
rahan yang ditetapkan untuk mencapai
tujuan perusahaan. Sedangkan pengarahan
yang dimaksud adalah memberikan penga-
rahan (directing) dalam rangka melaksana-
kan fungsinya atau yang biasa disebut
director, berbeda dengan yang mengelola
(managing) yang dilakukan oleh manajer
(Moenaf, 2000).
Anggota dewan komisaris sebaiknya
terdiri lebih banyak anggota dewan komi-
saris yang berasal dari luar perusahaan dan
yang tidak memiliki hubungan dengan
perusahaan agar anggota dewan dapat
lebih independen dalam mengawasi mana-
jemen (Lorsch, 2000). Dalam melaksanakan
fungsinya dengan baik, dewan komisaris
sebaiknya memiliki pengetahuan dan ke-
mampuan yang memadai dan pemahaman
dalam masalah bisnis perusahaan, yakni
dengan memahami strategi perusahaan,
kebijakan perseroan dan rencana jangka
panjang dan daya saing perusahaan. Di
samping itu memahami masalah keuangan
perusahaan, investasi dan divestasi, merjer,
pasar modal, termasuk membaca laporan
keuangan dan pangsa pasar serta per-
kembangan ekonomi, indikator ekonomi
seperti inflasi dan pengangguran. Juga per-
lu bagi dewan komisaris untuk memahami
politik nasional dan perburuhan serta
kemampuan untuk melakukan lobbying dan
public relations. Pemahaman terhadap per-
undang-undangan secara umum, tanggung
jawab sosial perusahaan, etika usaha dan
hal lain yang tidak langsung mempengaruhi
perusahaan yang juga tidak kalah penting-
nya (Moenaf, 2000).
Diharapkan dewan komisaris dapat
berfungsi dengan baik dalam perusahaan.
Agar dewan komisaris dapat berfungsi
dengan baik, maka komposisi dewan komi-
saris harus diperhatikan serta harus me-
miliki komisaris independen. Menurut Per-
aturan Pencatatan Nomor I-A tentang
Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat
Ekuitas di Bursa, Keputusan Direksi PT BEJ
No. 315/BEJ/06/2000, perusahaan tercatat
wajib memiliki komisaris independen yang
jumlahnya proporsional dan sebanding de-
ngan jumlah saham yang dimiliki oleh
bukan pemegang saham pengendali dengan
ketentuan jumlah komisaris independen
sekurang-kurangnya 30% dari seluruh ang-
gota dewan komisaris.
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Komposisi dewan komisaris akan ber-
dampak terhadap kualitas keputusan dan
kebijakan yang dibuat dalam mengefektif-
kan pencapaian tujuan perusahaan. Jumlah
dewan komisaris harus optimal, tidak boleh
sedikit dan atau berlebihan serta harus hete-
rogen agar bisa saling mengisi. Disamping
komposisi dewan komisaris, karakteristik
dewan komisaris yang memiliki pengetahu-
an, skill dan pengalaman dalam mengelola
sumber daya perusahaan serta memiliki
wawasan yang luas dan berorientasi bisnis
untuk mengoptimalkan sumber daya yang
dimiliki juga sangat menentukan pencapai-
an tujuan perusahaan (Xie et al., 2003).
Salah satu fungsi kunci dewan komi-
saris adalah meyakini integritas akuntansi
dan sistem pelaporan keuangan korporasi,
mencakup audit independen dan sistem
internal control yang tepat berjalan, khusus-
nya sistem pemantauan risiko, pengendali-
an keuangan dan kepatuhan terhadap per-
aturan perundang-undangan (OECD, 2004).
Komite Audit
Komite Audit adalah subkomite dari
dewan komisaris yang bertanggung jawab
atas proses pelaporan keuangan dan peng-
ungkapan (Messier et al., 2006). Keberada-
an komite audit sangat diperlukan dan
merupakan suatu kewajiban bagi perusa-
haan yang telah go public (SOA, 2002;
Sawyer et al., 2005; Bapepam, 2003).
Dewan direksi telah meningkatkan
pengakuan terhadap nilai komite audit se-
bagai instrumen pengendalian dan sebagai
alat untuk memperbaiki kualitas praktik
pelaporan keuangan (Sawyer et al., 2005).
Keharusan membentuk komite audit
pada perusahaan yang go public dinyatakan
dalam Surat Edaran Bapepam Nomor SE-
03/PM/2000 Tanggal 5 Mei 2000 dan Surat
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta
No. Kep-315/BEJ/06/2000 yang mewajib-
kan semua perusahaan yang listed di Bursa
Efek Jakarta memiliki Komite Audit. Keten-
tuan mengenai Komite Audit pada peru-
sahaan yang listed di BEJ telah ditegaskan
kembali oleh Bapepam dengan Surat
Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-41/
PM/2003 Tanggal 22 Desember 2003 me-
ngenai Kewajiban Pembentukan dan Pedo-
man Pelaksanaan Kerja Komite Audit (Pera-
turan Nomor IX.1.5) yang kemudian diper-
baharui dengan Surat Keputusan Ketua
Bapepam No. KEP-29/PM/2004 Tanggal 24
September 2004.
SOA (2002) menentukan komposisi ko-
mite audit dengan jumlah anggota lima
orang yang diangkat untuk masa jabatan
lima tahun. Seluruh anggota komite audit
harus berasal dari dewan komisaris dan
harus independen. Anggota komite audit
harus memiliki pengetahuan dasar tentang
manajemen keuangan. Dua dari kelima
orang anggota komite audit harus memiliki
pengalaman pernah menjadi akuntan pu-
blik. Tiga orang anggota komite audit lain-
nya bukan akuntan publik. Ketua komite
audit dipegang oleh salah seorang anggota
komite audit mantan akuntan publik, de-
ngan syarat selama lima tahun terakhir
tidak berprofesi sebagai akuntan publik.
Ketua dan anggota komite audit harus
bekerja penuh di perusahaan yang meng-
angkat mereka. Ketua dan anggota komite
audit tidak diperkenankan menerima peng-
hasilan dari perusahaan akuntan publik
kecuali uang pensiun (Aldrige, 2005).
Ketentuan jumlah anggota komite
audit bagi emiten BEI di atur dalam Surat
Edaran Bapepam Nomor SE-03/PM/2000
dan Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta
(BEJ) Nomor Kep-315/BEJ/06/2000 me-
nyebutkan bahwa keanggotaan komite
audit adalah sekurang-kurangnya terdiri
dari tiga orang anggota, seorang di antara-
nya merupakan komisaris independen
yang sekaligus merangkap sebagai ketua
komite audit, sedangkan anggota lainnya
merupakan pihak eksternal yang inde-
penden di mana sekurang-kurangnya satu
di antaranya memiliki kemampuan di
bidang akuntansi dan atau keuangan.
Tanggungjawab utama komite audit
adalah membantu dewan direksi dalam
melaksanakan tugas-tugasnya yang ber-
hubungan dengan kebijakan akuntansi,
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internal control dan praktik pelaporan
keuangan dari organisasi (Sawyer et al.,
2005). Sedangkan berdasarkan FCGI (2001)
menyatakan bahwa Komite Audit memiliki
tiga tanggung jawab kepada Dewan Komi-
saris yaitu: (1) Laporan Keuangan (Financial
Reporting); (2) Tata Kelola Perusahaan (Good
Corporate Governance); (3) Pengendalian
Perusahaan (Corporate Control). Komite
Audit  dalam melaksanakan tugasnya perlu
memiliki kompetensi dalam memenuhi
fungsi maupun kinerja. Kompetensi Komite
Audit adalah setiap anggota Komite Audit
harus independen (independent); salah satu
anggota Komite Audit harus mempunyai
pengalaman bidang keuangan (financial
expert) serta memahami fungsi Komite
Audit (an understanding of audit committee
functions). Hal tersebut dapat dijelaskan
sebagai berikut: (1) Independen; (2) Mem-
punyai pengalaman bidang keuangan, di-
mana di dalam Anggota Komite Audit
paling sedikit atau setidak-tidaknya satu
orang harus memiliki pengalaman di
bidang keuangan; (3) Memahami fungsi dan
peran Komite Audit dan (4) Jumlah dan
lamanya rapat yang dilakukan dengan
Auditor Internal (Sawyer et al., 2005),
Adapun karakteristik dari komposisi
komite audit adalah sebagai berikut: (1)
anggota komite audit sekurang-kurang-
nya berjumlah tiga orang yang diangkat
dan diberhentikan oleh dewan komisaris;
(2) anggota komite audit terdiri dari
komisaris independen yang bertindak
sebagai ketua komite audit dan (3) paling
sedikit satu orang dari anggota komite
audit harus memiliki keahlian di bidang
akuntansi dan keuangan (FCGI, 2003;
Krishnan, 2005).
Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap
Discretionary Accruals
Seiring dengan semakin meningkatnya
kompleksitas dan tantangan perusahaan,
komisaris yang berasal dari dalam peru-
sahaan memiliki banyak kekurangan tidak
saja karena faktor rendahnya derajat inde-
pendensinya tetapi juga didorong oleh
faktor keterbatasan kualitas individu komi-
saris internal, seperti: lack of skills, knowledge
dan information (Syakhroza, 2004). Dan
untuk mengantisipasi hal tersebut, model
good corporate governance mewajibkan ada-
nya keberadaan komisaris independen.
Menurut Peraturan Pencatatan Nomor
IA tentang Ketentuan Umum Pencatatan
Efek bersifat Ekuitas di Bursa, Keputusan
Direksi PT BEJ No. 315/BEJ/06/2000 peru-
sahaan tercatat wajib memiliki jumlah
komisaris independen minimum 30% dari
jumlah anggota komisaris. Dalam rangka
penyelenggaraan pengelolaan perusahaan
yang baik (good corporate governance) perusa-
haan tercatat, wajib memiliki komisaris
independen yang jumlahnya proporsional
dan sebanding dengan jumlah saham yang
dimiliki oleh bukan pemegang saham
pengendali dengan ketentuan jumlah komi-
saris independen sekurang-kurangnya 30%
dari jumlah seluruh anggota komisaris.
Komisaris independen merupakan salah
satu mekanisme monitoring yang efektif atas
masalah keagenan (agency problem) yang
timbul antara manajemen dan pemegang
saham. Bukti-bukti penelitian empiris yang
ada saat ini  mengenai dewan komisaris dan
discretionary accruals dapat kita lihat pada
uraian berikut.
Dewan komisaris sebaiknya memiliki
pengetahuan dan kemampuan yang mema-
dai dan pemahaman mengenai masalah
keuangan perusahaan, termasuk membaca
laporan keuangan (Moenaf, 2000) dan salah
satu fungsi kunci dewan komisaris harus
dapat meyakini integritas akuntansi dan
sistem pelaporan keuangan korporasi
(OECD, 2004). Komposisi Anggota dewan
komisaris sebaiknya lebih banyak anggota
dewan komisaris yang berasal dari luar
perusahaan dan tidak memiliki hubungan
dengan perusahaan agar dapat lebih inde-
penden dalam hal pengawasan terhadap
manajemen (Lorsch, 2000).
Rezaei dan Roshani (2012) membukti-
kan bahwa proporsi anggota komisaris
independen dapat mempengaruhi discretio-
nary accruals. Selanjutnya penelitian yang
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dilakukan oleh Cornett et al. (2009) mene-
mukan bahwa komisaris independen ber-
hubungan negatif dengan discretionary
accruals. Hasil yang sama juga dibuktikan
dengan penelitian yang dilakukan oleh
Prencipe dan Yosef (2011) bahwa komisaris
independen berpengaruh terhadap earnings
management. Mohamad et al. (2012) mene-
mukan bukti bahwa meeting yang dilakukan
dewan dengan CEO memiliki hubungan
negatif dengan aktivitas earnings manage-
ment. Selanjutnya hasil penelitian Liu dan
Lu (2007) menemukan bukti bahwa komi-
saris independen berhubungan negatif de-
ngan discretionary accruals. Penelitian yang
dilakukan oleh Klein (2002) yang menguji
hubungan antara discretionary accruals de-
ngan karakteristik board of directors me-
nunjukkan bahwa terdapat hubungan nega-
tif antara independensi board of directors
dengan discretionary accruals. Pada peneliti-
an Klein (2002), juga membuktikan bahwa
struktur dewan yang lebih independen
dari CEO lebih efektif memonitoring pro-
ses pelaporan keuangan perusahaan.
Penelitian yang dilakukan oleh Peas-
nell et al. (2000) menunjukkan bahwa pro-
porsi outside director berpengaruh negatif
terhadap discretionary accruals. Dan
Makhdalena (2012a) juga menguji hubu-
ngan proporsi komisaris independen de-
ngan discretionary accruals pada perusahaan
sektor manufaktur di Bursa Efek Jakarta
serta menyimpulkan bahwa komisaris inde-
penden terdapat hubungan yang tidak
signifikan dengan discretionary accruals. Di
samping itu, Makhdalena (2012b) juga me-
nguji pengaruh proporsi komisaris inde-
penden dan komposisi komite audit ter-
hadap discretionary accruals pada perusaha-
an konglomerasi yang listing di Bursa Efek
Indonesia dan menyimpulkan bahwa pro-
porsi komisaris independen dan komposisi
komite audit secara simultan, memiliki
pengaruh terhadap discretionary accruals
sedangkan secara parsial, proporsi komi-
saris independen tidak memiliki pengaruh
terhadap discretionary accruals sementara
komposisi komite audit berpengaruh ter-
hadap discretionary accruals.
Chtourou et al. (2001) yang menemu-
kan bukti bahwa peran dewan komisaris
berhubungan negatif dengan discretionary
accruals. Menurut Chtourou et al. (2001)
jumlah anggota dewan komisaris yang
memiliki pengalaman dapat mengurangi
discretionary accruals. Peasnell et al. (2004)
menyatakan bahwa pada perusahaan yang
besar, dewan komisaris merupakan bagian
yang penting dari proses pelaporan keua-
ngan. Timbulnya earnings management pa-
da perusahaan yang terdapat di United
Kingdom tergantung pada monitoring yang
dilakukan oleh dewan. Peasnell et al.
(2004) menemukan bukti bahwa perusaha-
an dengan proporsi outsider director tinggi
berhubungan dengan menurunnya income-
increasing.
Pengaruh Komite Audit terhadap
Discretionary Accruals
Seperti yang dijelaskan sebelumnya
bahwa Komite audit merupakan subkomite
dari dewan komisaris yang bertanggung
jawab atas proses pelaporan keuangan dan
pengungkapan (Messier et al., 2006). Komite
audit memiliki dampak besar terhadap
discretionaary accruals. Faktor yang mempe-
ngaruhi efektivitas komite audit adalah
independensi komite dari manajemen dan
pengalaman anggota. Komite audit yang
hanya terdiri dari dewan yang berasal dari
luar perusahaan dan anggota yang ber-
pengalaman dapat berkontribusi secara
signifikan terhadap pemenuhan tujuan pe-
laporan keuangan suatu perusahaan dengan
melaksanakan pemeriksaan terhadap kesala
han pelaporan keuangan (Boynton et al.,
2006). Dewan direksi telah meningkatkan
pengakuan terhadap nilai komite audit se-
bagai instrumen pengendalian dan sebagai
alat untuk memperbaiki kualitas praktik
pelaporan keuangan (Sawyer et al., 2005).
Adapun Komite Audit memiliki tiga tang-
gung jawab kepada Dewan Komisaris yaitu
(1) Laporan Keuangan (Financial Reporting);
(2) Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate
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Governance); (3) Pengendalian Perusahaan
(Corporate Control) (FCGI, 2001).
Chtourou et al. (2001) menemukan
bukti bahwa beberapa praktik corporate
governance (komite audit dan dewan komi-
saris independen) dapat mengurangi dis-
cretionary accruals. Menurut Chtourou et al.
(2001) jumlah anggota komite audit yang
independen dan yang melakukan pertemu-
an lebih dari dua kali setahun memiliki
hubungan negatif dengan discretionary
accruals. Penelitian Xie (2003) menyimpul-
kan bahwa latar belakang keuangan; fre-
kuensi pertemuan; aktivitas dan pengala
man keuangan dari anggota komite audit
merupakan faktor penting yang dapat
menghambat discretionary accruals. Selanjut-
nya Klein (2002) juga membuktikan bah-
wa terdapat hubungan negatif antara
audit committee independence dengan discretio-
nary accruals. Krishnan (2005) melakukan
penelitian dan menyimpulkan bahwa
independensi dan pemahaman yang men-
dalam tentang laporan keuangan dari
komite audit memiliki hubungan yang
erat dengan kemampuan mereka dalam
menyelesaikan masalah internal control
yang salah satu tujuannya adalah untuk
meningkatkan kualitas laporan keuangan.
Penelitian yang dilakukan oleh Brai-
otta dan Zhou (2006) menyimpulkan bah-
wa pengalaman dari komite audit ber-
hubungan negatif dengan earnings manage-
ment (discretionary accruals). Makhdalena
(2011) menguji hubungan komposisi komite
audit dengan discretionary accruals pada
perusahaan sektor manufaktur di Bursa
Efek Jakarta yang menemukan bukti bahwa
komposisi komite audit berhubungan de-
ngan discretionary accruals tetapi tidak signi-
fikan.
Selanjutnya rerangka pemikiran pene-
litian ini terlihat pada Gambar 1.
Hipotesis Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah dan
tinjauan teori, maka hipotesis penelitian
ini, yaitu Dewan Komisaris dan Komite
Audit berpengaruh terhadap discretionary
accruals baik secara simultan maupun
secara parsial.
Sumber: Analisis Penulis
Gambar 1
Rerangka Konseptual
METODE PENELITIAN
Jenis dari penelitian ini adalah peneliti-
an kuantitatif deskriptif. Objek penelitian
ini adalah Dewan Komisaris (X1), Komite
Audit (X2) dan Discretionary Accrual (Y).
Dewan komisaris (X1) adalah wakil dari
pemegang saham yang bertanggung jawab
mengatur dan memberikan pengarahan ke-
pada manajemen, dengan indikator sebagai
berikut: (1) size, jumlah anggota dewan; (2)
independence, persentase komisaris inde-
penden; (3) competence,masa kerja komisaris
independen. Komite Audit (X2) adalah se-
kelompok orang yang dibentuk untuk mem
bantu dewan komisaris, dengan indikator
sebagai berikut: (1) size; (2) independence; (3)
expertise, jumlah komite audit yang me-
rupakan ahli keuangan; (4) meeting, frekuen-
si meeting komite audit. Discretionary Accrual
(Y) adalah kebijakan akuntansi yang dipilih
oleh manajer untuk tujuan tertentu yang
Komite Audit
(X2)
Dewan Komisaris
(X1) Discretionary Accruals
(Y)
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dihitung menggunakan Modified Jones’
Model.
Populasi penelitian ini adalah emiten
sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia
(BEI) yang berjumlah 31 perusahaan (ICMD,
2011) dan semua diteliti. Data mengenai
variabel penelitian diperoleh dari Annual
Report 2011 yang telah diaudit dan telah
diserahkan ke Bapepam  dan BEI. Analisis
data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Path Analysis dengan bantuan paket
program SPSS. Adapun secara rinci ope-
rasionalisasi variabel penelitian ini adalah
sebagai berikut:
Tabel 1
Operasionalisasi Variabel Penelitian
Variabel Konsep Indikator Skala
Dewan Komisaris (X1) Dewan komisaris adalah
wakil dari pemegang saham
yang bertanggung jawab
mengatur dan memberikan
pengarahan kepada
manajemen
1) Size
2) Independence
3) Competence
Rasio
Komite Audit (X2) Komite Audit adalah
sekelompok orang yang
dibentuk untuk membantu
dewan komisaris
1) Independence
; competence
2) Expertise
3) Meeting
Rasio
Discretionary Accruals (Y) Kebijakan akuntansi yang
dipilih oleh manajer untuk
tujuan tertentu
Modified Jones’
Model
Rasio
Sumber: Analisis Penulis
Tabel 2
Indeks Discretionary Accrual pada
Emiten Sektor Perbankan Bursa Efek Indonesia
Indeks Discretionary Accruals Jumlah Persentase
Rata-rata 0,04411 -
Dibawah rata-rata 14 perusahaan 45%
Diatas rata-rata 17 perusahaan 55%
Sumber: Data Sekunder (diolah)
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Analisis Deskriptif Variabel Discretionary
Accruals (Y)
Discretionary Accrualsmerupakan kebija
kan akuntansi yang dipilih oleh manajer
untuk tujuan tertentu yang dihitung dengan
menggunakanModified Jones’ Model.
Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa
rata-rata indeks discretionary accrual pada
emiten sektor perbankan di Bursa Efek
Indonesia (BEI) yaitu sebesar 0,04411 arti-
nya dari semua perusahaan sektor perban-
kan yang listing di BEI dapat dikatakan
melakukan discretionary accruals. Sementara
jumlah emiten sektor perbankan yang me-
miliki nilai indeks discretionary accruals di
bawah rata-rata yaitu di bawah 0,04411
adalah sebanyak 14 perusahaan atau 45%
dan kemudian sisanya memiliki indeks
discretionary accruals diatas rata-rata, yaitu
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sebanyak 17 perusahaan atau 55%. Walau-
pun semua emiten sektor perbankan di BEI
melakukan discretionary accruals, tetapi
indeksnya sudah mendekati nol yaitu
0,04411.
Analisis Deskriptif Variabel Dewan Komi-
saris
Dewan Komisaris adalah wakil dari
pemegang saham yang bertanggung jawab
mengatur dan memberikan pengarahan ke-
pada manajemen yang diukur dengan 3
indikator, yaitu size; independence dan
competence.
Data dari Tabel 3 menunjukkan bahwa
emiten sektor perbankan di BEI rata-rata
memiliki jumlah dewan komisaris 5 orang,
dengan jumlah minimum 3 orang dan mak
simum 9 orang. Dan yang memiliki jumlah
dewan komisaris diatas rata-rata ada se-
banyak 38,7% sedangkan dibawah rata-rata
sebanyak 61,3%. Persentase komisaris inde-
penden rata-rata 57,5% dan diatas rata-rata
ada sebanyak 45,2% serta dibawah rata-rata
sebanyak 54,8%. Keberadaan komisaris
independen minimal memiliki 50% dan
maksimal 80%. Dan untuk indikator compe-
tence, minimal telah bekerja satu tahun
sedangkan maksimal adalah 8 tahun dan
rata-rata 4,42 tahun sedangkan diatas rata-
rata ada 41,9% dan dibawah rata-rata ada
sebanyak 58,1%.
Tabel 3 menunjukkan bahwa emiten
sektor perbankan di BEI semuanya telah
memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan
oleh Bursa Efek Indonesia, yaitu menurut
Peraturan Pencatatan Nomor I-A tentang
Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat
Ekuitas di Bursa, Keputusan Direksi Bursa
Efek No. 315/BEJ/06/2000, perusahaan ter-
catat wajib memiliki komisaris independen
sekurang-kurangnya 30% dari seluruh ang-
gota dewan komisaris.
Analisis Deskriptif Variabel Komite Audit
Komite Audit adalah sekelompok
orang yang dibentuk untuk membantu
dewan komisaris diukur dengan empat
indikator, yaitu: size, independence, expertise
(financial) dan activity.
Tabel 3
Dewan Komisaris
Indikator Minimal Maksimal Rata-rata DiatasRata-rata
Dibawah
Rata-rata
Standar
Deviasi
Size 3 orang 9 orang 5 orang 38,7% 61,3% 1,72
Independence 50% 80% 57,5% 45,2% 54,8% 8%
Competence 1 tahun 8 tahun 4,42 tahun 41,9% 58,1% 1,93 tahun
Sumber: Data Sekunder (diolah)
Tabel 4
Komite Audit
Indikator Minimal Maksimal Rata-rata DiatasRata-rata
Dibawah
Rata-rata
Size 3 orang 6 orang 4 orang 48,40% 51,61%
Independence 60% 100% 93,23% 71% 29%
Expert 2 orang 6 orang 3 orang 32,26% 67,74%
Meeting 1 x 37 x 12 x 48,4% 51,6%
Sumber: Data Sekunder (diolah)
Data dari Tabel 4 terlihat bahwa emiten
sektor perbankan di BEI minimal memiliki
jumlah komite audit sebanyak 3 orang dan
maksimal 6 orang dan rata-rata sebanyak 4
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orang. Sedangkan diatas rata-rata ada se-
banyak 48,4% dan dibawah rata-rata se-
banyak 51,6%. Jumlah komite audit yang
berasal dari komisaris independen minimal
adalah sebanyak 60% dan maksimal 100%
serta rata-rata 93,23%. Di atas rata-rata ada
sebanyak 71% dan dibawah rata-rata se-
banyak 29%. Untuk indikator expert, mini
mal memiliki ahli keuangan 2 orang dan
maksimal 6 orang serta rata-rata 3 orang
dan yang memiliki ahli keuangan di atas
rata-rata ada sebanyak 32,26% serta di
bawah rata-rata ada sebanyak 67,74%. Dan
untuk indikator meetings, minimal telah me
lakukan meeting sebanyak 1 kali dan mak
simal 37 kali dan rata-rata 12 kali. Sedang
kan yang diatas rata-rata ada sebanyak
48,4% dan dibawah rata-rata sebanyak
51,6%.
Tabel 4 menunjukkan bahwa emiten
sektor perbankan di BEI semuanya telah
memiliki komite audit dan ini telah meme-
nuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Ba-
pepam, yaitu Keputusan Ketua Badan
Pengawasan Pasar Modal Nomor KEP-
41/PM/2003 tentang Pembentukan dan
Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit,
yang mana emiten wajib memiliki komite
audit. Dan jumlah anggota komite audit
bagi emiten Bursa Efek Indonesia juga telah
sesuai dengan peraturan, yaitu Surat Eda-
ran Bapepam Nomor SE-03/PM/2000 dan
Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta
Nomor Kep-315/BEJ/06/2000 menyebut-
kan bahwa keanggotaan komite audit
sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang
dan sekurang-kurangnya 1 diantaranya
memiliki kemampuan di bidang akuntansi
dan atau keuangan. Hal ini sejalan dengan
FCGI (2003); SOA (2002); Sawyers et al.,
(2005); Boynton, et al., (2006).  Sawyers et al.,
(2005) menambahkan bahwa komite audit
harus dapat memahami fungsi dari komite
audit, yaitu salah satunya mengadakan
rapat untuk membahas aktivitas pengendali
an operasi perusahaan dan khususnya
proses penyusunan laporan keuangan  yang
dihitung dengan jumlah dan lamanya rapat.
Analisis Pengaruh Dewan Komisaris dan
Komite Audit Terhadap Discretionary
Accruals
Secara diagram bentuk struktur varia-
bel dewan komisaris dan komite audit
terhadap discretionary accrual pada emiten
sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia
dapat digambarkan pada gambar 2, se-
lanjutnya pengaruh dewan komisaris (X1)
dan komite audit (X2) terhadap Discretionary
accrual (Y) dapat dilihat  pada tabel 5.
Besarnya pengaruh dewan komisaris
(X1) dan komite audit (X2) terhadap Discre-
tionary accrual (Y) secara simultan dapat
dilihat dari nilai koefisien determinasi (R2)
sebesar 0,105 atau sebesar 10,5%. Nilai ini
menunjukkan bahwa secara bersama-sama
(simultan) pengaruh variabel dewan komi-
saris (X1) dan komite audit (X2) terhadap
discretionary accruals (Y) adalah sebesar
10,5% sedangkan sisanya sebesar 89,5% (1-
R2) ditentukan oleh faktor lain di luar
variabel yang diteliti.
Sumber: Analisis Penulis
Gambar 2.
Diagram Jalur Pengaruh Dewan Komisaris (X1) dan Komite Audit (X2)
terhadap Discretionary Accrual (Y)
X1
X2
Y
Pyx2=-0,230
Pyx1=0,331 Pyε=0,895
ε
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Tabel 5
Pengaruh Dewan Komisaris (X1) dan Komite Audit (X2)
Terhadap Discretionary Accruals (Y)
Variabel Koefisien Jalur Pengaruh
Dewan Komisaris (X1) 0,331 0,1096
Komite Audit (X2) -0,230 0,0529
R2= 0,105
Sumber: Data Olahan Penulis (SPSS)
Rendahnya pengaruh secara simultan
variabel dewan komisaris (X1) dan komite
audit (X2) terhadap discretionary accruals (Y)
yaitu sebesar 10,5% mengindikasikan bah-
wa terdapat banyak faktor lain yang mem-
pengaruhi discretionary accruals. Faktor lain
tersebut adalah seperti kepemilikan manaje-
rial (San Ham, 2005), kepemilikan institusi-
onal, pasar modal, block holders dan pasar
tenaga kerja manajerial Agrawal dan
Knoeber (dalam Makhdalena, 2012b), kom-
pensasi CEO Murphy (dalam Makhdalena,
2012b).
Dari tabel 5 dapat dilihat  bahwa varia-
bel dewan komisaris (X1) dan komite audit
(X2) secara bersama-sama terbukti dapat
mempengaruhi besaran discretionary accru-
als. Dan hal ini didukung dengan Tabel 2,
yaitu indeks discretionary accruls pada emi-
ten sector perbankan di Bursa Efek Indo-
nesia rata-rata mendekati nol (0), yaitu
sebesar 0,04411. Hal ini mengindikasikan
bahwa kualitas laporan keuangan perusa-
haan emiten sektor perbankan  di Bursa
Efek Indonesia telah menuju keperbaikan.
Selanjutnya pembahasan secara parsial pe-
ngaruh masing-masing variabel dewan
komisaris dan komite audit terhadap
discretionary accruals pada emiten sektor
perbankan di Bursa Efek Indonesia.
Hasil penelitian ini sejalan dengan  teo-
ri  dan penelitian terdahulu yang  menyata-
kan bahwa dewan komisaris dan komite
audit berpengaruh terhadap discretionary
accruals (Messier et al., 2006; Boynton et al.,
2006; Sawyer et al., 2005; Makhdalena,
2012b; Peasnell et al., 2004; Xie et al., 2003;
Klein, 2002; Chtourou et al., 2001; dan
Lorsch, 2000).
Pengaruh Dewan Komisaris terhadap
Discretionary Accrual
Pengujian hipotesis penelitian menun-
jukkan bahwa dewan komisaris terbukti
dapat mempengaruhi besaran discretionary
accrual pada sektor perbankan yang listing
di BEI, yaitu sebesar 0,10956 atau 10,956%.
Hasil penelitian ini sejalan dengan teori dan
penelitian terdahulu yang menyatakan bah-
wa dewan komisaris berpengaruh terhadap
discretionary accruals (Rezaei dan Roshani,
2012; Mohammad et al., 2012; Prencipe dan
Yosef, 2011; Cornett et al., 2009; OECD, 2004;
Peasnell et al., 2004; Klein, 2002; Chtourou
et al., 2000 dan Moenaf, 2000).
Dewan komisaris sebaiknya memiliki
pengetahuan dan kemampuan yang mema-
dai dan pemahaman masalah keuangan
perusahaan, termasuk membaca laporan
keuangan (Moenaf, 2000) dan salah satu
fungsi kunci dewan komisaris harus dapat
meyakini integritas akuntansi dan sistem
pelaporan keuangan korporasi (OECD,
2004). Selanjutnya agar dewan komisaris
dapat lebih efektif, maka sebaiknya ang-
gota dewan komisaris lebih banyak yang
berasal dari luar perusahaan dan yang ti-
dak memiliki hubungan dengan perusaha-
an agar anggota dewan dapat lebih
independen dalam mengawasi manajemen
(Lorsch, 2000).
Rezaei dan Roshani (2012) melakukan
penelitian di Iran dengan menguji pengaruh
proporsi anggota komisaris independen
terhadap discretionary accruals. Rezaei dan
Roshani (2012) membuktikan bahwa pro-
porsi anggota komisaris independen dapat
mempengaruhi discretionary accruals. Pene-
litian yang dilakukan oleh Cornett et al.,
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(2009) di perusahaan perbankan di Amerika
Serikat menemukan bahwa komisaris inde-
penden berhubungan negatif dengan dis-
cretionary accruals. Penelitian yang dilaku-
kan oleh Prencipe dan Yosef (2011) mem-
buktikan bahwa komisaris independen ber-
pengaruh terhadap earnings management.
Sedangkan Mohammad et al., (2012) mene-
mukan bukti bahwa meeting yang dilakukan
dewan dengan CEO pada perusahaan me-
miliki hubungan negatif dengan aktivitas
earnings management.
Hasil penelitian Liu dan Lu (2007) yang
menguji hubungan komisaris independen
dengan discretionary accruals dan hasilnya
menemukan bukti bahwa komisaris inde-
penden berhubungan negatif dengan dis-
cretionary accruals. Klein (2002) yang mengu-
ji hubungan antara earnings management
dengan karakteristik board of directors me-
nunjukkan bahwa terdapat hubungan nega-
tif antara independensi board of directors
dengan discretionary accruals. Penelitian
Klein (2002), membuktikan bahwa struk-
tur dewan yang lebih independen dari
CEO lebih efektif memonitor proses pe-
laporan keuangan perusahaan. Penelitian
yang dilakukan oleh Peasnell et al. (2000)
menunjukkan bahwa proporsi outside direc-
tor berpengaruh negatif terhadap earnings
management yang diukur dengan working
capital accruals.
Chtourou et al., (2001) yang menemu-
kan bukti bahwa peran dewan ber-
hubungan negatif dengan abnormal accrual.
Peasnell et al. (2004) menyatakan bahwa
pada perusahaan yang besar, dewan komi
saris merupakan bagian yang penting dari
proses pelaporan keuangan. Timbulnya
earnings management pada perusahaan-
perusahaan di Inggris tergantung pada
pengawasan dewan. Peasnell et al. (2004)
menemukan bukti bahwa perusahaan de-
ngan proporsi outsider director tinggi ber-
hubungan dengan menurunnya income-
increasing (earnings management). Hasil pe-
nelitian ini tidak sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Makhdalena (2012a)
pada emiten manufaktur di Bursa Efek
Jakarta yang menyatakan bahwa proporsi
komisaris independen tidak terbukti ber-
hubungan secara signifikan dengan dis-
cretionary accruals.
Pengaruh Komite Audit terhadap
Discretionary Accruals
Pengujian hipotesis penelitian menun-
jukkan bahwa komite audit terbukti ber-
pengaruh terhadap discretionary accrual pa-
da emiten sektor perbankan  di Bursa Efek
Indonesia, yaitu sebesar 0,0529 atau 5,29%.
Hasil penelitian ini  sejalan dengan  teori
dan penelitian terdahulu yang  menyatakan
bahwa komite audit berpengaruh terhadap
discretionary accrual (Alkdai dan Hanefah,
2012; Boynton, et al., 2006; Chtourou et al.,
2001; Xie, 2001; Klein, 2002; Sawyer et al.,
2005; Braiotta dan Zhou, 2006; FCGI, 2001).
Komite audit memiliki dampak yang
besar terhadap discretionary accruals proxy
dari earnings management (Boynton et al.,
2006). Faktor yang mempengaruhi efekti-
vitas komite audit adalah independensi
komite dari manajemen dan pengalaman
dari anggota. Komite audit yang hanya
terdiri dari dewan yang berasal dari luar
perusahaan dan pengalaman dari anggota
dapat berkontribusi secara signifikan ter-
hadap pemenuhan tujuan pelaporan keua-
ngan suatu perusahaan dengan melaksana-
kan pemeriksaan terhadap kekeliruan pe-
laporan keuangan. Dewan direksi telah
meningkatkan pengakuan terhadap nilai
komite audit sebagai instrumen pengen-
dalian dan sebagai alat untuk memperbaiki
kualitas praktik pelaporan keuangan
(Sawyer et al., 2005). Tanggungjawab komite
audit adalah mengenai  tiga hal, yaitu (1)
Laporan Keuangan (Financial Reporting); (2)
Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate
Governance); (3) Pengendalian Perusahaan
(Corporate Control) (FCGI, 2001).
Penelitian yang dilakukan oleh Alkdai
dan Hanefah (2012) di Malaysia membukti-
kan bahwa jumlah komite audit berhubu-
ngan dengan discretionary accruals tetapi
tidak signifikan, sedangkan independen
komite audit signifikan berhubungan
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negatif dengan discretionary accruals. Dari
penelitian Chtourou et al., (2001) men-
jelaskan praktik corporate governance pada
perusahaan-perusahaan di Amerika Seri-
kat berpengaruh pada kualitas informasi
keuangan yang dipublikasikan. Mereka
menemukan bukti bahwa beberapa praktik
corporate governance (komite audit dan de-
wan komisaris independen) dapat mengu-
rangi discretionry accruals.
Komposisi dari komite audit, latar be-
lakang keuangan dari komite audit, fre-
kuensi pertemuan dari komite audit, akti-
vitas dan pengalaman keuangan dari ang-
gota komite audit merupakan faktor pen-
ting yang dapat menghambat discretionary
accruals (Xie, 2001). Klein (2002) menjelas-
kan ada hubungan negatif antara audit
committtee independence dengan abnormal
accruals (proxy dari earnings management).
Jadi independensi dari komite audit da-
pat mengurangi earnings management.
Penelitian yang dilakukan oleh Krishnan
(2005) pada perusahaan yang listed di
NYSE, AMEX dan OTC dengan meng-
gunakan regresi menyimpulkan bahwa
independensi dan pemahaman yang men-
dalam tentang laporan keuangan dari
komite audit berhubungan erat dengan
kemampuan mereka dalam menyelesaikan
masalah Internal Control. Dan begitu juga
dengan penelitian yang dilakukan oleh
Braiotta dan Zhou (2006) pada perusahaan
yang listing di NASDAQ dengan memakai
regresi menyimpulkan bahwa pengalaman
dari komite audit berhubungan dengan
earnings management (discretionary accru-
als), dimana pengalaman dari komite au-
dit dapat mengurangi discretionary accru-
als.
Hasil penelitian ini tidak sejalan de-
ngan penelitian yang dilakukan oleh
Makhdalena (2011) pada emiten manu-
faktur di Bursa Efek Jakarta yang me-
nyatakan bahwa komposisi komite audit
dengan indikator jumlah anggota komite
audit, anggota yang berasal dari komisaris
independen dan anggota yang memiliki
keahlian keuangan tidak signifikan ber-
hubungan dengan discretionary accruals.
Besarnya pengaruh komite audit ter-
hadap discretionary accrual kecil, yaitu hanya
sebesar 5,29%. Kecilnya pengaruh kompo-
sisi komite audit terhadap discretionary
accrual disebabkan karena (1) keberadaan
komite audit bukan untuk menegakkan
corporate governance tetapi hanya karena
dorongan regulasi dan menghindari sanksi
yang ada (Nur Sodiq dalam KNKCG, 2002);
(2) Anggota komite audit tidak bekerja full-
time pada perusahaan yang mengangkat
mereka akibatnya anggota komite audit
tidak banyak waktu untuk mengamati
kebenaran dan kewajaran laporan keuangan
hal ini ditandai dengan masih adanya
discretionary accruals pada semua populasi
di sektor perbankan yang listing di Bursa
Efek Indonesia. SOA (2002) telah mewajib-
kan perusahaan public di Amerika Serikat
untuk mewajibkan komite audit bekerja full-
time pada perusahaan yang mengangkat
mereka (Aldrige, 2005).
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Berdasarkan rumusan masalah dan
hipotesis penelitian serta analisis hasil pe-
nelitian, maka dapat disimpulkan bahwa
dewan komisaris dan komite audit secara
simultan berpengaruh terhadap discretionary
accrual pada emiten sektor perbankan di
Bursa Efek Indonesia. Jadi, dengan ber-
sinerginya dewan komisaris dan komite
audit dapat menurunkan besaran discretio-
nary accrual. Kecilnya pengaruh dewan
komisaris dan komite audit terhadap dis-
cretionary accrual secara simultan disebab-
kan banyaknya faktor lain yang mempe-
ngaruhi discretionary accrual, seperti kepemi-
likan manajerial, kepemilikan institusional,
pasar modal, block holders dan pasar tenaga
kerja manajerial.
Adapun pengaruh masing-masing vari-
abel independen (dewan komisaris dan
komite audit) terhadap discretionary accruals
adalah sebagai berikut: (a) dewan komisaris
berpengaruh terhadap discretionary accrual.
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Artinya dewan komisaris dapat mempe-
ngaruhi besaran discretionary accruals yang
terjadi pada emiten sektor perbankan di
Bursa Efek Indonesia. Dewan komisaris
pada emiten sektor perbankan di Bursa Efek
Indonesia dapat bekerja sebagai mekanisme
corporate governance yang berfungsi untuk
memonitor perilaku manajemen yang ber-
bentuk discretionary accruals; (b) komite
audit berpengaruh sangat kecil terhadap
discretionary accrual pada emiten sektor per-
bankan di Bursa Efek Indonesia. Hal ini
disebabkan karena keberadaan komite audit
yang ada pada emiten sektor perbankan di
Bursa Efek Indonesia bukan untuk me-
negakkan corporate governance tetapi hanya
untuk memenuhi regulasi dan komite audit
tidak bekerja full-time di perusahaan yang
mengangkat mereka sehingga tidak dapat
mendeteksi adanya transaksi yang tidak
wajar yang terjadi pada perusahaan.
Saran
Berdasarkan kesimpulan hasil peneliti-
an, untuk lebih mendorong dan memba-
ngun praktik corporate governance, diberikan
beberapa saran bagi pengembangan ilmu,
yaitu: (1) peneliti, disarankan jika memakai
variabel discretionary accrual disarankan
untuk melihat variabel lain yang mem-
pengaruhi discretionary accrual selain dewan
komisaris dan komite audit seperti ke-
pemilikan manajerial, kompensasi CEO, ke-
pemilikan institusional, pasar modal, pasar
tenaga kerja manajerial dan block holders; (2)
akademisi, diharapkan hasil penelitian ini
dapat memberikan masukan yang berharga
dalam pengajaran materi akuntansi keua-
ngan terutama pembahasan tentang materi
discretionary accrual harus lebih diperhati-
kan. Dan juga mungkin untuk memberikan
mata kuliah khusus tentang corporate gover-
nance.
Sedangkan saran operasional yang
mampu diberikan adalah (1) regulator, di-
sarankan agar dapat membuat kebijakan
yang dapat meminimalisasi discretionary
accrual seperti mewajibkan emiten agar
komite audit bekerja full-time diperusahaan
yang mengangkat mereka supaya dapat
mendeteksi transaksi-transaksi yang tidak
wajar; (2) perusahaan, diharapkan kesada-
ran akan pentingnya komite audit. Kebe-
radaan komite audit jangan hanya sekadar
untuk memenuhi regulasi tetapi harus
untuk menegakkan corporate governance.
Jadi komite audit  harus  profesional dan
kompeten, serta  mewajibkan  komite audit
dapat  bekerja full-time di perusahaan agar
dapat mendeteksi transaksi yang tidak
wajar yang terjadi di perusahaan. Hal ini
penting karena Good Corporate Governance
dapat meningkatkan nilai perusahaan, yaitu
dengan meningkatkan kinerja keuangan.
Dengan meningkatnya kinerja keuangan, ini
akan meningkatkan kepercayaan investor.
Jika kepercayaan investor meningkat, harga
saham juga akan meningkat yang akhirnya
dapat dengan mudah memperoleh modal
dengan biaya murah.
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